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Abstrak Kondisi mangrove di kawasan Teluk Youtefa, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya terus mengalami 
penurunan dari tahun ke tahun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perubahan luasan mangrove 
yang terjadi di kawasan Teluk Youtefa, Kota Jayapura dari tahun 1994 sampai tahun 2017 dengan menggunakan citra 
satelit Landsat 5 TM dan Landsat 8 OLI. Pengamatan kondisi mangrove di lapangan dilakukan dengan menggunakan 
GPS dan pengolahan citra menggunakan algoritma NDVI dengan klasikasi supervised. Tumpang susun peta hasil 
interpretasi citra satelit untuk mengetahui sebaran dan perubahan luasan kawasan mangrove. Hasil penelitian menun-
jukan bahwa luasan mangrove pada tahun 1994 sebesar 392,45 ha dan luasan mangrove pada tahun 2017 mengalami 
penurunan menjadi 233,12 ha. Perubahan luasan mangrove dalam kurun waktu 23 tahun sebesar 159,34 ha atau sebesar 
40,59%. Perubahan kawasan mangrove pada umumnya disebabkan oleh faktor antropogenik seperti penebangan, pe-
rubahan fungsi kawasan mangrove menjadi jalan, jembatan, pemukiman dan perubahan secara alami.
Abstract e condition of mangrove in Youtefa Bay, both qualitatively and quantitatively has decreased from year to year. 
is research was conducted to determine how much of the change occurring mangrove area in Youtefa Bay, Jayapura 
City from 1994 to 2017 by using Landsat 5 TM images and Landsat 8 OLI. Monitoring of mangrove condition in the eld 
used GPS, and processing of images used NDVI algorithm with supervised classication. Map overlaying satellite imagery 
interpretation to determine the distribution and changes of mangrove area. e result of research showed that mangrove 
area in 1994 was about 392.45 hectares, mangrove area in 2017 have decreased becoming was 233.12 hectares. Changing of 
mangrove area for 23 years was about 159.34 hectares or 40.59%. Changes in mangrove were generally caused by anthropo-
genic factors such as logging, changes over the function of mangroves into the road, bridge, settlement and change naturally.
Keywords: Landsat, Mangrove, Change in Area, Youtefa Bay
Kata kunci:  Landsat, Mangrove, Perubahan Luasan, Teluk Youtefa
PENDAHULUAN 
Salah satu bagian terpenting dari rantai ekologi di 
wilayah pesisir adalah ekosistem mangrove. Mangrove 
memiliki fungsi ganda dan merupakan mata rantai 
yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan 
siklus biologi di suatu perairan. Fungsi sik kawasan 
mangrove yaitu menjaga keseimbangan ekosistem 
perairan pantai, melindungi pantai dan tebing sungai 
terhadap pengikisan atau erosi pantai, menahan 
dan mengendapkan lumpur serta menyaring bahan 
tercemar. Fungsi lainnya adalah sebagai penghasil 
bahan organik yang merupakan sumber makanan 
biota, tempat berlindung dan memijah berbagai jenis 
udang, ikan, dan berbagai biota lainnya (Bengen, 2000; 
Valiela et al., 2001; Bosire et al., 2005). 
Mangrove di wilayah pesisir Kota Jayapura terletak 
di kawasan pesisir Teluk Youtefa. Teluk Youtefa terkenal 
dengan potensi pemandangan alam pesisir dan laut yang 
indah, sehingga pada tahun 1996 ditetapkan sebagai 
Taman Wisata Alam sesuai surat keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor: 714/Kpts/-2/1996. Mangrove 
sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat 
kawasan Teluk Youtefa. Selain itu, kawasan mangrove 
ini sangat penting artinya bagi kaum perempuan Papua 
karena merupakan lumbung makanan dan tempat 
berinteraksi sosial dan budaya bagi kaum perempuan 
pada saat mencari kerang rawa, siput, udang dan kayu 
bakar. Oleh karena itu, kawasan mangrove di Teluk 
Youtefa sering disebut sebagai “hutan perempuan”. 
Banyaknya manfaat yang dapat diperoleh masyarakat 
dari mangrove tersebut terkadang menyebabkan 
eksploitasi yang berlebihan yang berakibat rusaknya 
kawasan mangrove yang berdampak pada menurunnya 
fungsi dari mangrove.
Mangrove tengah mengalami penurunan kualitas 
dan kuantitas pada tingkat yang mengkhawatirkan 
di seluruh dunia. Secara global dan selama lebih 
dari dua dekade (1980-2005) dunia telah kehilangan 
mangrove lebih dari 25% dari total luasan (Giri et al., 
2011). Demikian halnya dengan kondisi mangrove di 
kawasan Teluk Youtefa. Kondisi mangrove di kawasan 
Teluk Youtefa saat ini sudah sangat memprihatinkan. 
Luas areal mangrove di kawasan Teluk Youtefa semakin 
berkurang seiring dengan tingginya tingkat 
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Abstrak Kabupaten Kepulauan Meranti terletak berdekatan dengan Batam yang dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan 
yang disebut sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Pengembang  Batam t sebut dih rapkan 
memberikan dampak sebar bagi wilayah sek tarnya (hinterland), khususnya Meranti. Berdasark n latar belakang ters but, 
pe elitian ini bertujua  unt  mengetahui damp k posisi Meranti tersebut terhadap pembangunannya. Selai  itu, penelitian 
ini bertujuan untuk menentukan sektor basis pa yang ebaiknya diprioritaskan untuk dikemb gka  da  dimana 
sebaiknya sekt r tersebut dik mbangkan di Meranti. Untuk menjawab pertanyaan ter but, penelitian ini m nggunakan 
metod  kuantit tif denga  menggunakan analisis gravitasi dan location quotient. Selain itu, analisi  s asia  dilakukan untuk 
menentukan lokasi pengembang n sektor-sektor basi  di Meranti. Kemudian, hasil tersebut ibandi gkan dengan rencana 
mba gunan (RPJP dan RPJMD K bupaten Mer ti). Pene itian ini menemukan bahwa pengembang n Batam sebagai 
pusat pertumbuhan belum mampu m mberikan dampak r signifikan bagi Meranti sehingga perlu di dikembangkan 
sektor basis berikut: transportasi dan pergud ngan, pertanian, dan industri pengolahan.
Kata kunci: pusat pertumbuhan, sektor basis, pembangunan wilayah, pembangunan ekonomi, Kabupaten Kepulauan 
Meranti.
Abstract Meranti Island Rege cy is loc ted near to Bat m, which is developed as a growth ce ter called Free Trade Zone and 
Free Port. Batam development as a growth pole is expected to spread to its hinterland, including Mer nti. Based on the previous 
background, this study aims to determine the imp cts of Mer ti’s position toward its development. This study lso aims to 
determine what sectors should be prioritized, and where its location should be developed. To answer t ose questions, this study 
uses quantitative methods ith gravity model and location quotient analyses. Besides, it uses spatial analysis to determine the 
location of leading sectors. Those results are compared with Meranti Government’s development pla ni g. This study found that 
Batam development as a growth pole has not delivered yet significant impacts to Meranti. The leading sectors that should be 
developed in Meranti are transportation and warehousing, agricultural, and manufacturing sectors.
Keywords: growth pole, leading sector, regional development, economic development, Meranti Isaland Regency.
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PENDAHULUAN 
Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan 
kabupaten di pesisir timur Provinsi Riau. Kabupaten 
tersebut merupakan pemekaran dari Kabupaten 
Bengkalis dan merupakan salah satu kabupaten otonomi 
baru pada tahun 2009 yang dibentuk berdasarkan UU 
No. 12 Tahun 2009. Kabupaten Kepulauan Meranti 
terletak berdekatan dengan pengembangan Batam 
sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas (KPBPB) yang diatur melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 dan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Free Trade Zone Batam, Bintan 
dan Karimun (FTZ-BBK) yang merupakan usaha untuk 
mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah 
tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan 
ekonomi nasional (Syahza dan Suarman, 2013).
Pengembangan Batam sebagai pusat pertumbuhan 
tersebut diharapkan dapat menyebar atau memberikan 
imbas bagi wilayah sekitarnya (hinterland), khususnya 
Kabupaten Kepulauan Meranti. Secara umum, teori 
pusat pertumbuhan (growth pole theory) menekankan 
pada daya tarik dari aktivitas dan pemusatan 
pertumbuhan ekonomi pada sebuah kutub, yang 
kemudian dapat mendorong pembangunan pada 
daerah-daerah sekitarnya (Bere et al, 2014). Kemudian, 
menurut Myrdal (1957) dan Hirschman (1958) dalam 
Potter (1985), pusat pertumbuhan tersebut dapat 
memberikan dampak positif dan negatif bagi wilayah-
wilayah hinterland yaitu spread effect dan backwash 
effect sebagai bentuk pengaruh penjalaran dari pusat 
pertumbuhan ke daerah sekitar. Spread effect (dampak 
sebar) didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang 
menguntungkan (favorable effect), yang mencakup aliran 
kegiatan-kegiatan investasi dari pusat pertumbuhan ke 
daerah sekitar. Sedangkan backwash effect (dampak 
balik) didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan 
(infavorable effect) yang mencakup aliran manusia dan 
modal dari wilayah sekitar atau pinggiran ke wilayah 
inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya kapasitas 
pembangunan hinterland untuk dapat mengimbangi 
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perkembangan yang terjadi di wilayah inti. Jika 
besarnya pengaruh dari backwash effect lebih besar 
dibandingkan dengan spread effect di wilayah-wilayah 
dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan regional 
(Sheppard, 2017). Selain itu, tidak semua tempat dapat 
dijadikan pusat pertumbuhan sehingga masing-masing 
wilayah perlu mengembangkan spesialisasi produksi 
yang menjadi sektor basis (leading sector) dalam 
wilayahnya (Potter 1985).
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana 
pengaruh Batam sebagai pusat pertumbuhan terhadap 
Kepulauan Meranti sebagai hinterland Batam. Apakah 
pengembangan Batam sebagai pusat pertumbuhan dapat 
memberikan dampak positif terhadap pembangunan 
wilayah di Kepulauan Meranti? Jika belum memberikan 
dampak positif signifikan, pembangunan ekonomi 
sektor apa yang sebaiknya dikembangkan dan dimana 
sebaiknya sektor tersebut dikembangkan di Kepulauan 
Meranti? 
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif 
berbasis data sekunder. Untuk melihat pengaruh Batam 
sebagai pusat pertumbuhan terhadap Kepulauan 
Meranti, maka penelitian ini menggunakan analisis 
gravitasi yang menggambarkan seberapa besar 
interaksi antara dua wilayah (Putra et al, 2017; Silveira 
dan Dentinho, 2018) dan membandingkannya dengan 
interaksi wilayah antara Kabupaten Kepulauan Meranti 
dengan ibukota provinsinya, yaitu Pekanbaru sehingga 
dapat dilihat interaksi mana yang lebih kuat, apakah 
dengan Batam atau dengan ibukota provinsinya. 
Kekuatan interaksi wilayah dapat diukur dengan 
menggunakan rumus gravitasi sebagai berikut (Sink, 
2010; Putra et al, 2017):
 I12 = a.   P1 . P2 
                             J12 
b        .................................. (1)
 
Keterangan:
I12  = Interaksi antara wilayah 1 dan 2
P1 dan P2  = Ukuran (size) wilayah 1 dan wilayah 2      
   (dalam hal ini jumlah penduduk)
J12  = Jarak antara wilayah 1 dan 2
a  = konstanta
b  = friksi jarak 
Selain itu akan dilihat apakah kedudukan strategis 
Kepulauan Meranti yang dekat dengan Batam 
memberikan dampak pada tingkat pembangunan 
di kabupaten tersebut. Adapun indikator tingkat 
pembangunan yang digunakan tidak hanya dalam 
bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang sosial. 
Oleh karena itu, untuk melihat tingkat pembangunan 
di Kabupaten Kepulauan Meranti, akan digunakan 
dua indikator yaitu Pendapatan Daerah Regional 
Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM). Kemudian, kedua indikator Meranti tersebut 
dibandingkan dengan induknya, Provinsi Riau. Data 
PDRB dan IPM didapatkan dari BPS Kabupaten 
Kepulauan Meranti dan BPS Provinsi Riau. Data 
tersebut kemudian dianalisis dengan analisis kuantitatif 
deskriptif.  
Sedangkan  untuk mengetahui sektor basis apa 
yang sebaiknya dikembangkan di Kabupaten Kepulauan 
Meranti, maka analisis Location Quotient (LQ) akan 
digunakan. LQ adalah perhitungan konsentrasi 
kegiatan ekonomi di suatu area dan merupakan statistik 
deskriptif yang paling mudah dari alat-alat analisis yang 
tersedia namun tetap efektif (Nagle, 2000). Tujuan LQ 
adalah untuk menghasilkan sebuah koefiesien untuk 
mengukur seberapa baik representasi suatu kegiatan 
ekonomi di suatu wilayah (Miller et al, 1991) melalui 
perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor 
di daerah yang diteliti dengan kemampuan sektor yang 
sama pada daerah yang menjadi acuan. 
Adapun rumus perhitungan LQ adalah sebagai 
berikut (Sjafrizal, 2014; Morrisey, 2014; BPS Kabupaten 
Kepulauan Meranti, 2016):
               PDRBmi / ∑PDRBm                         
  LQ =  --------------------------    
               PDRBsb.i / ∑PDRBsb       ..................... (2)     
Keterangan:
LQ  : Besaran Location Quotient 
PDRBmi  :  PDRB sektor i di Kabupaten Kepulauan 
Meranti pada tahun tertentu
∑PDRBm : PDRB total di Kabupaten Kepulauan 
Meranti pada tahun tertentu
PDRBsb.i : PDRB sektor i di Provinsi Riau pada 
tahun tertentu
∑PDRBsb : PDRB total wilayah Provinsi Riau 
pada tahun tertentu
Dari perhitungan LQ, kriteria umum yang dihasilkan 
adalah sebagai berikut: Jika LQ > 1, disebut sektor basis 
dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak 
perekonomian Kabupaten Kepulauan Meranti. Jika LQ 
< 1, disebut sektor non-basis, dan kurang potensial 
untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian. 
Jika LQ = 1, maka tingkat konsentrasi suatu kegiatan 
ekonomi daerah sama dengan tingkat wilayah acuan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Interaksi Wilayah
Berdasarkan hasil perhitungan dengan 
menggunakan rumus gravitasi yang telah dijelaskan 
sebelumnya, interaksi wilayah antara Batam dan 
Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebesar 9,6 
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sedangkan interaksi wilayah antara Pekanbaru dan 
Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 8,78. Hasil 
perhitungan tersebut menunjukkan bahwa interaksi 
wilayah antara Kepulauan Meranti dengan Batam lebih 
kuat dibandingkan interaksi wilayah Kepulauan Meranti 
dengan ibukota provinsinya yaitu Kota Pekanbaru. 
Kekuatan interaksi tersebut menunjukkan bahwa aliran 
manusia akan lebih banyak terjadi antar Kota Batam 
dengan Kabupaten Kepulauan Meranti dibandingkan 
antara Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ibukota 
provinsinya yaitu Kota Pekanbaru.
Pengaruh Batam sebagai Pusat Pertumbuhan 
terhadap Kabupaten Kepulauan Meranti
Setelah mengetahui bahwa interaksi antara 
Kabupaten Kepulauan Meranti dan Batam lebih kuat 
dibandingkan interaksi dengan ibukota provinsinya, 
maka akan dilihat bagaimana pengaruh interaksi 
wilayah tersebut atau dengan kata lain dengan 
ditetapkannya Batam sebagai pusat pertumbuhan 
apakah memberi dampak sebar (spread effect) yang 
mempengaruhi tingkat pembangunan yang dilakukan di 
wilayah sekitarnya, khususnya di Kabupaten Kepulauan 
Meranti. Adapun indikator tingkat pembangunan yang 
dilihat tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga 
dalam bidang sosial. Oleh karena itu, untuk melihat 
tingkat pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti 
akan digunakan dua indikator yaitu Pendapatan Daerah 
Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) yang kemudian dibandingkan dengan 
PDRB dan IPM rata-rata Provinsi Riau.
PDRB di Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami 
peningkatan yaitu dari 8 trilyun rupiah pada tahun 
2010 menjadi 16 trilyun rupiah pada tahun 2016. Ini 
menunjukan adanya pembangunan di kabupaten 
tersebut. Namun demikian, PDRB Kabupaten 
Kepulauan Meranti berada jauh di bawah rata-rata 
PDRB Provinsi Riau (Gambar 1). Bahkan, PDRB 
Kabupaten Kepulauan Meranti adalah yang terendah di 
Provinsi Riau (BPS Provinsi Riau, 2017). 
Selain itu, kecepatan tumbuh PDRB Kabupaten 
Meranti 2010-2016 lebih rendah dibandingkan dengan 
PDRB rata-rata Provinsi Riau pada tahun tersebut. Ini 
menunjukan bahwa terjadi kecenderungan disparitas 
wilayah yang semakin tinggi antara wilayah termiskin 
dengan wilayah lainnya di Provinsi Riau (Gambar 1) 
Ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti tetap 
tumbuh positif. Namun, laju pertumbuhannya 
mengalami trend penurunan yaitu dari 6,88 % pada 
tahun 2011 menjadi 3,22 % pada tahun 2016 (Gambar 
2).
Gambar 1. PDRB Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Menurut Harga Berlaku Tahun 2010-2016 
(BPS Provinsi Riau, 2017)
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Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti 
(BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, 2016)
rendah jika dibandingkan dengan nilai rata-rata IPM 
di Provinsi Riau bahkan mempunyai nilai IPM yang 
paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten 
atau kota lainnya di Provinsi Riau.     
Rendahnya nilai IPM Kabupaten Kepulauan 
Meranti dibandingkan dengan IPM Provinsi Riau 
terutama disebabkan oleh kualitas SDM yang rendah 
dimana rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten 
Kepulauan Meranti pada tahun 2016 adalah 7,26 tahun 
atau dengan kata lain penduduk Kabupaten Kepulauan 
Meranti duduk di bangku sekolah hanya 7 tahun atau 
sampai kelas 1 atau 2 SMP. Selain itu, jumlah penduduk 
miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 
sebesar 61.000 jiwa dan merupakan angka kemiskinan 
yang paling tinggi di antara kota atau kabupaten lain di 
Provinsi Riau. 
Walaupun merupakan indikator yang sangat 
penting, namun pertumbuhan PDRB merupakan angka 
agregat yang tidak dapat menggambarkan keseluruhan 
proses pembangunan masyarakat yang bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena 
itu perlu melihat indikator lain untuk mendapatkan 
gambaran bagaimana pembangunan masyarakat yang 
dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun 
indikator yang akan dilihat adalah Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) di Kabupaten Kepulauan Meranti. 
IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan 
adanya peningkatan pembangunan manusia yaitu 
dari 60,38 pada tahun 2011 menjadi 63,25 pada tahun 
2015 (Gambar 3) dan berada pada kategori sedang 
(BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, 2016). Namun 
demikian, IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih 
Gambar 3. Perbandingan IPM di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Provinsi Riau 
(BPS Provinsi Riau, 2017)
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Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa 
ditetapkannya Batam sebagai pusat pertumbuhan belum 
mampu memberikan dampak sebar (spread effect) yang 
signifikan bagi Kabupaten Kepulaun Meranti. 
Prioritas Pembangunan di Kabupaten Kepulauan 
Meranti
Berdasarkan pembahasan pada sub-bab 
sebelumnya telah diketahui bahwa kedudukan strategis 
Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai hinterland 
Batam belum mampu memberikan dampak signifikan 
bagi perekonomian di kabupaten tersebut. Oleh karena 
itu perlu ditentukan sektor basis (leading sector) yang 
diprioritaskan untuk dikembangkan di Kabupaten 
Kepulauan Meranti. Adapun penentuan sektor basis 
tersebut dilakukan dengan mengitung nilai LQ. Adapun 
nilai LQ di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat 
dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut dapat 
dilihat bahwa ada tiga sektor yang mempunyai LQ > 
1 yaitu : 1). Sektor transportasi dan pergudangan, 2). 
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, 3). Sektor 
administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 
sosial wajib. Karena nilai LQ ketiga sektor tersebut 
lebih besar dari 1 maka dapat dikatakan bahwa ketiga 
sektor tersebut merupakan sektor basis (leading sector) 
di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Hidayat dan Darwin (2017), dimana 
tiga besar sektor basis di Kabupaten Kepulauan 
Meranti adalah: sektor transportasi dan pergudangan, 
sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor 
administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 
sosial wajib. Akan tetapi sektor industri pengolahan telah 
mengalami pergeseran dimana menurut Hidayat dan 
Darwin (2017) sektor industri pengolahan merupakan 
sektor basis (karena nilai LQ > 1), sedangkan pada 
penelitian ini sektor industri pengolahan memiliki nilai 
LQ = 1, sehingga dikatakan sebagai sektor potensial.
Selain mendasarkan prioritas pembangunan 
sektor basis secara ilmiah seperti perhitungan LQ, 
proses pembangunan yang berkelanjutan perlu juga 
memperhatikan perencanaan pembangunan yang 
merupakan bagian dari proses politik yang disesuaikan 
dengan jangka waktu pencapaian dan skala prioritas 
pembangunan (Kartono et al, 1998). Skala prioritas 
pembangunan tersebut dituangkan dalam dokumen 
resmi yang harus diperhatikan, yakni Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
Selain mencari sektor basis yang diharapkan 
menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi 
di masa datang, pemerintah juga memperhatikan 
serapan tenaga kerja. Demikian pula pertimbangan 
Pemkab Kepulauan Meranti dalam menyusun prioritas 
pembangunannya. Berdasarkan RPJMD Kabupaten 
Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, sektor 
unggulan kabupatennya adalah sebagai berikut: 1). 
Industri pengolahan, 2). Konstruksi, 3). Transportasi, 
pergudangan, dan pariwisata, 4). Jasa pendidikan, 5). 
Pertanian, 6). Perdagangan dan pariwisata.  Pemilihan 
sektor-sektor tersebut didorong oleh sifat sektor-sektor 
tersebut yang padat tenaga kerja dan berpotensi besar 
menyerap tenaga kerja (BPS Kabupaten Kepulauan 
Meranti, 2016).
Tabel 1. Nilai LQ (Location Quotient) di Kabupaten Kepulauan Meranti
No Lapangan Usaha PDRB Nilai Location Quotient (LQ)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.73 1.58 1.60 1.60 1.60 1.57 1.58 1.61
2 Pertambangan dan Penggalian 0.69 0.82 0.83 0.80 0.76 0.72 0.70 0.76
3 Industri Pengolahan 0.96 1.01 1.01 1.03 1.02 1.00 0.98 1.00
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.91 0.82 0.76 0.75 0.62 0.63 0.69 0.74
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.30 0.29 0.29 0.30 0.33 0.36 0.37 0.32
6 Konstruksi 0.43 0.45 0.43 0.54 0.61 0.55 0.53 0.51
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0.75 0.81 0.91 0.87 0.95 0.98 0.96 0.89
8 Transportasi dan Pergudangan 2.52 2.74 3.02 3.07 3.11 2.89 2.78 2.88
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.44 0.48 0.47 0.51 0.56 0.57 0.55 0.51
10 Informasi dan Komunikasi 1.05 0.53 0.66 0.82 0.91 0.86 0.82 0.81
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0.37 0.38 0.40 0.36 0.36 0.35 0.34 0.36
12 Real Estate 0.43 0.49 0.52 0.50 0.52 0.50 0.50 0.49
13 Jasa Perusahaan 0.40 0.64 0.63 0.64 0.62 0.61 0.63 0.59
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.11 1.22 1.17 1.30 1.28 1.23 1.22 1.22
15 Jasa Pendidikan 0.45 0.46 0.46 0.46 0.45 0.43 0.44 0.45
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.36 0.38 0.38 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39
17 Jasa lainnya 0.65 0.74 0.70 0.75 0.74 0.61 0.59 0.68
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, 2016 dan Pengolahan Data 2018.
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Irisan antara sektor-sektor yang terpilih dalam 
perhitungan LQ dan RPJMD Kabupaten Kepulauan 
Meranti 2016-2021 merupakan suatu bentuk 
“kompromi” antara pertimbangan ilmiah (sektor basis), 
dan pertimbangan kebijakan publik yang berorientasi 
praksis (misalnya, serapan tenaga kerja). Sedangkan 
yang bukan merupakan irisan, sebaiknya dikeluarkan 
dari prioritas pembangunan. Kepala Daerah perlu 
memperhatikan “kompromi” tersebut. Adapun yang 
menjadi irisan tersebut adalah: 1). Sektor tansportasi, 
pergudangan, informasi dan komunikasi; 2). Sektor 
pertanian dan 3). Sektor industri pengolahan.  
Gambar 4. Fasilitas Umum Kabupaten Kepulauan Meranti
(Peta Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial, 2015)
Selain itu, “kompromi” tersebut perlu memberikan 
arahan dimana sektor-sektor basis tersebut sebaiknya 
dikembangkan. Oleh karena itu, berikut ini akan 
dibahas dimana sebaiknnya ketiga sektor basis tersebut 
dikembangkan di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 
Sektor basis yang pertama adalah transportasi dan 
pergudangan. Lokasinya ditentukan berdasarkan peta 
fasilitas umum Kabupaten Kepulauan Meranti (Gambar 
4).
Berdasarkan peta tersebut, sektor basis transportasi 
dapat diprioritaskan untuk dikembangkan di Kecamatan 
Tebing Tinggi Barat sebagai “jembatan” antara Riau 
daratan dan jalur perdagangan laut yang strategis 
berkaitan dengan posisi Kabupaten Kepulauan Meranti 
yang dekat dengan Batam dan Singapura. Hal ini dapat 
direalisasikan dengan pembangunan aksesibilitas 
utara ke selatan sebagai jalur perdagangan darat dan 
pengangkut produk-produk pertanian dari bagian 
selatan Tebing Tinggi Barat. Sesuai dengan peta fasilitas 
umum tersebut, jalur yang menghubungkan antara 
bagian selatan dan utara Kecamatan Tebing Tinggi 
Barat hanya satu dan sedikitnya jalan pada bagian 
tenggara kecamatan tersebut. Selain itu transportasi 
laut dan pergudangan juga dapat dikembangkan 
dengan membangun dan mengembangkan pelabuhan 
di bagian selatan Kecamatan Tebing Tinggi Barat, di 
bagian barat dan selatan Kecamatan Merbau (Lukit, 
Tanjung Padang, dan Teluk Ketapang), di bagian utara 
dan timur laut Kecamatan Rangsang dan di bagian 
timur Kecamatan Tebing Tinggi Timur (Tanjung Sari).
Sektor basis yang kedua adalah pertanian, kehutanan 
dan perikanan. Prioritas pengembangan pertanian 
yang akan dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti 
sebaiknya disesuaikan dengan kondisi fisik kabupaten 
tersebut, terutama jenis tanahnya. Kabupaten Kepulauan 
Meranti didominasi oleh jenis tanah gambut trofik 
yang dibentuk oleh bahan-bahan sisa tanaman purba 
yang berlapis-lapis hingga mencapai ketebalan > 30 
cm (Wijaya, 2012). Menurut Agus dan Subiksa (2008) 
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tidak semua lahan gambut dapat dikonversi menjadi 
lahan pertanian dimana menurut Keputusan Presiden 
No 32 Tahun 1990 gambut dengan ketebalan > 3 meter 
diperuntukkan sebagai kawasan konservasi karena 
kondisi lingkungan lahan gambut dalam yang rapuh 
(fragile) apabila dikonversi menjadi lahan pertanian. 
Lahan gambut yang dapat ditanami adalah dengan 
kedalaman 1,4 – 2 meter (Agus dan Subiksa, 2008). 
Gambar 5 menunjukkan sebaran kedalaman 
lahan gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti. 
Berdasarkan gambar tersebut daerah yang berwarna 
biru muda adalah wilayah dengan kedalaman gambut 
lebih dari 3 meter, yaitu wilayah bagian sebelah barat 
dan sebagian sebelah timur dari Kecamatan Merbau, 
bagian tengah Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan 
Kecamatan Tebing Tinggi Timur serta bagian timur laut 
dan tenggara Kecamatan Rangsang. Wilayah tersebut 
sebaiknya dijadikan kawasan konservasi. Sedangkan 
wilayah lainnya dapat dimanfaatkan untuk pertanian, 
khususnya tanaman sagu, sawit, karet dan akasia yang 
berpotensi untuk ditanam di lahan gambut. Di antara 
keempat tanaman tersebut, tanaman sagu merupakan 
tanaman yang dapat ditanam pada lahan gambut yang 
lebih dalam karena merupakan tanaman rawa yang 
mempunyai toleransi paling tinggi terhadap genangan, 
sehingga tanaman sagu masih memungkinkan untuk 
ditanam pada daerah dengan kedalaman gambut 2–4 
meter dengan syarat dilakukan pengkayaan lapisan 
tanah atau lumpur mineral (Djaenudin et al, 2003). 
Sedangkan tiga tanaman lain agar dapat ditanam di 
lahan gambut memerlukan jaringan drainase makro 
untuk mengendalikan tata air dalam satu wilayah dan 
jaringan drainase mikro untuk mengendalikan tata 
air di tingkat lahan. Fakta fisik tersebut kemudian 
perlu disesuaikan dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Meranti 
Tahun 2005-2025, dimana secara khusus wilayah 
pengembangan pertanian dan perikanan adalah sebagai 
berikut: Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang (kelapa, 
karet, sagu); Teluk Belitung, Kecamatan Merbau (sagu, 
karet dan perikanan); Tanjung Sari dan Pulau Topang, 
Kecamatan Tebing Tinggi Timur (sagu, karet dan 
perikanan); Perangas dan Desa Lemang, Kecamatan 
Rangsang Barat (sagu dan karet); Tanjung Padang, 
Kecamatan Merbau (karet, sagu dan perikanan); Kuala 
Merbau, Kecamatan Merbau (sagu dan karet); Alai, 
Kecamatan Tebing Tinggi Barat (sagu dan karet); 
Bandul (sagu dan karet); Meranti Bunting, Kecamatan 
Merbau (sagu, karet, kelapa dan perikanan); Lukit, 
Kecamatan Merbau bagian selatan (sagu, karet, kelapa 
dan perikanan); Teluk Ketapang, Kecamatan Merbau 
(sagu dan karet); Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing 
Tinggi Barat (sagu, karet); Segomeng, Kecamatan 
Rangsang Barat (sagu dan karet); Sidomulyo dan 
Anak Penyagun (karet dan kelapa) (BPS Kabupaten 
Kepulauan Meranti, 2016). Jadi pada daerah Tanjung 
Padang dan Lukit seharusnya hanya dikembangkan 
untuk pertanian sagu yang cocok dengan kondisi fisik 
dimana kedalaman gambutnya antara 2–4 m. Karet 
dan kelapa yang menurut RPJP bisa dikembangkan 
di kedua daerah tersebut ternyata tidak sesuai dengan 
kedalaman gambut tersebut.  
Gambar 5. Prioritas Pengembangan Sektor Pertanian berdasarkan Kondisi Kedalaman Lahan Gambut 
di Kabupaten Kepulauan Meranti (Wetland International Indonesia, 2002)
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Hasil produk pertanian tersebut (sagu, sawit, karet, 
akasia) agar memiliki nilai tambah harus dilakukan 
pengolahan lebih lanjut dalam industri. Oleh karena 
itu sektor basis berikutnya adalah sektor industri 
pengolahan. Karena sektor industri pengolahan 
tersebut berbasis pertanian maka sebaiknya industri 
pengolahan tersebut dikembangkan berdekatan dengan 
lokasi lahan pertaniannya dan pada daerah yang telah 
memiliki infrastruktur publik yang memadai. 
Berdasarkan uraian diatas dan dengan 
menyesuaikan pada Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 
2005-2025, secara khusus wilayah pengembangan 
industri pengolahan adalah sebagai berikut: 
Selatpanjang, Kecamatan Merbau (industri pengolahan 
sagu); Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang (industri 
hasil perkebunan kelapa); Tanjung Sari, Kecamatan 
Tebing Tinggi Timur (industri pengolahan sagu). (BPS 
Kabupaten Kepulauan Meranti, 2016).
KESIMPULAN
Penentuan Batam sebagai pusat pertumbuhan 
yang disebut sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas (KPBPB) belum mampu memberikan 
dampak sebar (spread effect) yang signifikan bagi 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di 
Kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh karena itu, 
Kabupaten Kepulauan Meranti perlu mengembangkan 
spesialisasi produksi yang dapat menjadi leading sector 
(sektor basis) dalam wilayahnya. Sektor basis tersebut 
adalah: 1). Sektor tansportasi dan pergudangan; 2). 
Sektor pertanian dan 3). Sektor industri pengolahan. 
Adapun sektor basis yang dapat dikembangkan 
di kabupaten tersebut adalah sektor transportasi 
dan pergudangan; sektor pertanian, kehutanan dan 
perikanan; dan sektor industri pengolahan. Sektor 
transportasi dan pergudangan dapat dikembangkan 
di daerah Lukit, Tanjung Padang dan Tanjung Sari. 
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat 
dikembangkan di Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang 
(kelapa, karet, sagu); Teluk Belitung, Kecamatan 
Merbau (sagu, karet dan perikanan); Tanjung Sari dan 
Pulau Topang, Kecamatan Tebing Tinggi Timur (sagu, 
karet dan perikanan); Perangas dan Desa Lemang, 
Kecamatan Rangsang Barat (sagu dan karet); Tanjung 
Padang, Kecamatan Merbau (sagu); Kuala Merbau, 
Kecamatan Merbau (sagu dan karet); Alai, Kecamatan 
Tebing Tinggi Barat (sagu dan karet); Bandul (sagu dan 
karet); Meranti Bunting, Kecamatan Merbau (sagu, 
karet, kelapa dan perikanan); Lukit, Kecamatan Merbau 
bagian selatan (sagu); Teluk Ketapang, Kecamatan 
Merbau (sagu dan karet); Tanjung Peranap, Kecamatan 
Tebing Tinggi Barat (sagu, karet); Segomeng, Kecamatan 
Rangsang Barat (sagu dan karet); Sidomulyo dan Anak 
Penyagun (karet dan kelapa). Sedangkan sektor industri 
pengolahan dapat dikembangkan di Selatpanjang, 
Kecamatan Merbau (industri pengolahan sagu); 
Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang (industri hasil 
perkebunan kelapa); Tanjung Sari, Kecamatan Tebing 
Tinggi Timur (industri pengolahan sagu).
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